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Pada tahun 2009, negara-negara anggota ASEAN menyepakati ASEAN Comprehensive Investment
Agreement untuk mengakomodasi arus investasi yang daat mendukung dan memastikan perkembangan dari
ekonomi negara-negaradi ASEAN sehubungan dengan integrasi ASEAN. Berdasarkan Pasal 26 ACIA,
negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk meningkatkan integrasi ekonomi ASEAN, salah satunya
adalah dengan melakukan harmonisasi terhadap kebijakan investasi. UNCTAD, melaui Investment Policy
Framework for Sustainable Development, memberikan panduan kepada negara-negara dalam menyusun
kebijakan investasi. Salah satu rekomendasi UNCTAD dalam Investment Policy Framework for Sustainable
Development adalah agar negara-negara mengadopsi prinsip corporate governance yang telah diakui secara
internasional ke dalam hukum perseroan atau hukum dagangnya. Dalam hal ini, UNCTAD menyatakan
bahwa OECD Principle of Corporate Governance dapat menjadi rujukan. Salah satu prinsip dalam OECD
Principle of Corporate Governance adalah perlindungan pemegang saham minoritas yang dilakukan melalui
mekanisme gugatan derivatif dan gugatan derivatif multiple. Oleh karenaitu gugatan derivatif sebagai salah
satu aspek dari corporate governance merupakan salah satu kebijakan investasi, dan karenanya dapat
dipertimbangkan untuk dilakukan harmonisasi dalam rangka integrasi ekonomi ASEAN. Tesisini akan
membandingkan pengaturan gugatan derivatif di empat negara ASEAN, yaitu Singapura, Malaysia, Vietham
dan Indonesia, dan menguraikan bagaimana seharusnya harmonisasi pengaturan gugatan derivatif di
ASEAN. Simpulan dari penelitian ini adalah pengaturan gugatan derivatif di Singapura, Malaysia, Vietnam
dan Indonesia memiliki persamaan namun juga perbedaan. Harmonisasi pengaturan gugatan derivatif dapat
dilakukan dengan metode unifikasi prinsip-prinsip hukum, menggunakan instrumen soft law dan diinisiasi
oleh Council of ASEAN Chief Justice.

...... In 2009, ASEAN member states agreed on the ASEAN Comprehensive Investment Agreement
(“ACIA”) to accommodate investment flows that can support and ensure the economic development of
ASEAN member statesin relation to ASEAN integration. Based on Article 26 of the ACIA, ASEAN
member states have agreed to increase ASEAN economic integration, by way of harmonisation of
investment policies. In thisregard, UNCTAD, through the Investment Policy Framework for Sustainable
Development, provides guidance to countries in formulating investment policies. One of UNCTAD's
recommendations in the Investment Policy Framework for Sustainable Development is for countries to
adopt internationally recognized corporate governance principles into their corporate law or commercial
law. In this case, UNCTAD stated that the OECD Principles of Corporate Governance can be used as a
reference. One of the principlesin the OECD Principles of Corporate Governance is the protection of
minority shareholders by way of derivative action and multiple derivative action. Therefore, derivative
action as an aspect of corporate governance which is an aspect of investment policies, and therefore can be
considered for harmonization in the context of ASEAN economic integration. This Thesis will compare the


https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920555688&lokasi=lokal

derivative action arrangements in four ASEAN countries, namely Singapore, Maaysia, Vietnam and
Indonesia, and describe how the harmonization of derivative lawsuit arrangementsin ASEAN should be.
The conclusion of this research is that derivative action arrangements in Singapore, Malaysia, Vietham and
Indonesia have similarities but also differences. The harmonization of derivative action arrangements can be
done by using the method of unification of legal principles, using soft law instruments and initiated by the
Council of ASEAN Chief Justice.



